REPUBLIK INDONESIA

No.148, 2012 PENGESAHAN. Protokol. @ Hak-Hak  Anak.
Konflik. Bersenjata. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5329)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON

THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF

CHILDREN IN ARMED CONFLICT

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI

KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa anak mempunyai hak wuntuk tumbuh dan
berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan
rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk
dalam keadaan konflik bersenjata;

b. bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata baik
perekrutan maupun  sasaran  konflik  bersenjata
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan
dapat menimbulkan dampak yang serius dan jangka
panjang bagi tumbuh dan kembang anak;

c. bahwa selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk
memberikan perlindungan terhadap anak khususnya
keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang
merupakan komitmen bersama masyarakat internasional
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sebagaimana diwujudkan dalam Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the Involvement of
Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi
Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik
Bersenjata);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
mengesahkan Optional Protocol to the Convention on the
Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed
Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak
mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)
dengan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL

(1)

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE
CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED
CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK
ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA).

Pasal 1

Mengesahkan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the
Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol
Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam
Konflik Bersenjata) dengan Declaration (Pernyataan) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol mengenai usia minimum
untuk rekrutmen sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata
nasional.
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(2) Salinan naskah asli Optional Protocol to the Convention on the Rights of
the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol
Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam
Konflik Bersenjata) dengan Declaration (Pernyataan) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol mengenai usia minimum
untuk rekrutmen sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata
nasional dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENALI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 3 AYAT 2 OPTIONAL PROTOCOL 10O THE
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK
ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia, merujuk pada Pasal 3 avat (2) Optional Protocol to
the Conwvention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed
Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak
dalam Konflik Bersenjata), menyatakan bahwa:

- Usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional
Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa
“pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas)
tahun”.

- Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah
sungguh-sungguh bersifat sukarela. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan
pemberitahuannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai
sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara
lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah,
termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAL
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

DECLARATION PURSUANT TO THE ARTICLE 3 PARAGRAPH 2 OF THE OPTIONAL
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares in pursuant to Article 3
Paragraph 2 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the Involvement of Children in Armed Conflict that:

— The minimum age for voluntary recruitment into the Indonesian National Armed
Forces is 18 years old. Further, Article 28 Paragraph (1) d of the Law Number
34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces regulates that “at the
time of inauguration as a Soldier, he/she shall be 18 (eighteen) years old at the
minimum”.

— The recruitment of the member of the Indonesian National Armed Forces is
genuinely voluntary. It is conducted openly and the public announcement is
carried out by utilizing various means of communication and information
technology. The recruitment requires, among others, birth certificate and proof
of consent of parents or legal guardians, including for those who have aged
18 years.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONE SIA,
signed

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENALI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

Negara-Negara Pthak pada Protokol in1,

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan
komitmen luas yang ada untuk berupaya dengan segala daya bagi pemajuan dan perlindungan
hak-hak anak,

Menegaskan kembali bahwa hak-hak anak memerlukan perlindungan khusus dan menghimbau
untuk terus memperbaiki situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan
pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman,

Khawatir atas dampak vang merusak dan meluas dari konflik bersenjata pada anak-anak dan
konsekuensi jangka panjang dart hal tersebut bagi perdamaian abadi, keamanan dan
pembangunan,

Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan
serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional,
termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang
signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit,

Mencatat diadopsinya Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan, khususnya, digolongkannya
tindakan merekrut atau memasukan anak di bawah usia 15 tahun atau menggunakan mereka untuk
terlibat secara aktif dalam peperangan baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-
internasional sebagai sebuah kejahatan perang,

Mempertimbangkan, oleh karenanya, bahwa untuk lebih memperkuat implementasi hak-hak yang
diakur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan
anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata,

Mencatat bahwa Pasal 1 dar1 Konvens: Hak-Hak Anak mengatur secara spesifik bahwa, untuk
tujuan Konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali diatur oleh
hukum yang berlaku terhadap anak, mayoritas dicapai terlebih dulu,

Meyakini bahwa sebuah protokol opsional terhadap Konvensi tersebut yang menaikkan batas
umur perckrutan yang dimungkinkan bagi orang-orang untuk menjadi anggota angkatan
bersenjata dan partisipasi mereka dalam peperangan akan secara efektif’ berkontribusi terhadap
penerapan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam
semua tindakan yang menyangkut anak,
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Mencatat bahwa Konferensit Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke- dua puluh enam pada
Desember 1995 merekomendasikan, antara lain, bahwa para pithak yang berkonflik mengambil
setiap langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anak-anak dibawah usia 18 tahun
tidak ambil bagian dalam peperangan,

Menyvambut pengadopsian secara bulat Konvensi Organisasi Perburvhan Internasional No. 182
tentang Larangan dan Tindakan Langsung bagi Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan
Anak pada Juni 1999 yang melarang antara lain, rekrutmen paksa atau wajib bagi anak-anak
untuk digunakan dalam konflik bersenjata,

Mengutuk dengan sekeras-keras perekrutan, pelatthan dan penggunaan, baik di dalam batas
maupun lintas batas nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata
yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dar1 pihak
yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal mi,

Mengingat kembali kewajiban masing-masing pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi
ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional,

Menekankan bahwa Protokol 1ni tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip vang terkandung
dalam Piagam PBB, termasuk Pasal 51, dan norma-norma hukum humaniter internasional vang
relevan,

Mengingat bahwa kondisi damai dan aman berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan
dan prinsip vang terkandung dalam Piagam PBB dan ketaatan terhadap berbagai instrumen hak
asasi manusia yang berlaku sangat dibutuhkan untuk perlindungan penuh anak-anak, khususnya
selama konflik bersenjata dan pendudukan oleh pihak asing,

Mengakui kebutuhan khusus darni anak-anak yang sangat rentan terhadap perekrutan atau
pemanfaatan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol in1 vang disebabkan oleh

status ekonomi atau sosial atau gender mercka,

Menvadari kebutuhan dalam mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik vang
menjadi akar penvebab keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata,

Meyakini kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penerapan Protokol 1ni,
serta rehabilitasi fisik dan psikososial dan reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban dart

konflik bersenjata,

Mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya, anak-anak dan anak yang menjadi korban
dalam penyebarluasan informasi dan program pendidikan terkait implementasi Protokol 1ni,

Telah menyetuju hal-hal sebagai berikut:
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Pasal 1

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan
bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara
langsung dalam peperangan.

Pasal 2

Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut
dalam wajib militer.

Pasal 3

1. Negara-Negara Pihak harus menaikkan batas usia mimimum perekrutan orang secara sukarela
untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional mereka sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 38 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip vang
terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dibawah Konvensi ini orang-orang
yang berusia di bawah 18 tahun berhak untuk memperoleh perlindungan khusus.

2. Setiap Negara Pihak harus menyampaikan sebuah deklarasi yang mengikat sewaktu
meratifikasi atau mengaksesi Protokol in1 yang mengatur usia minimum yang diijinkan untuk
perekrutan sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dan sebuah penjelasan atas
penjaminan yang telah diadopsit vang memastikan bahwa perekrutan tersebut tidak secara
terpaksa atau dipaksakan.

3. Negara-Negara Pihak yang mengijinkan perekrutan sukarela di bawah usia 18 tahun untuk
menjadi anggota angkatan bersenjata nasional harus menjaga penjaminan untuk memastikan
setidak-tidaknya bahwa:

a) Perekrutan tersebut sungguh-sungguh secara sukarela;

b) Perekrutan tersebut dilakukan atas persetyjuan yang diberitahukan oleh orang tua atau
wali yang sah dar1 orang tersebut;

¢) Orang-orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas kemiliteran vang
akan diemban.

d) Orang-orang tersebut menyediakan bukti yang dapat dipercaya mengenai umur mereka
sebelum diterima dan ditugaskan sebagai anggota militer nasional.

4. Negara-negara Pihak dapat memperkuat deklarasi in1 setiap saat melalui pemberitahuan vang
disampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, vang selanjutnya akan
menginformasikan hal in1 kepada seluruh Negara Pihak. Pemberitahuan tersebut akan mulai
berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jendral.

5. Persyaratan untuk menaikkan umur dalam ayat 1 pasal i tidak berlaku untuk sekolah-

sekolah vang dikelola atau berada di bawah kendali angkatan bersenjata Negara-Negara
Pihak, sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak-Hak Anak.
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Pasal 4

1. Kelompok bersenjata vang bukan merupakan angkatan bersenjata dari sebuah Negara tidak
boleh, dalam keadaan apapun, merckrut atau menggunakan orang di bawah usia 18 tahun
untuk dilibatkan dalam peperangan.

2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah vyang dapat ditempuh untuk
mencegah perckrutan dan penggunaan tersebut, termasuk penggunaan tindakan-tindakan
hukum yang diperlukan untuk melarang dan mengkriminalisasi praktek-praktek tersebut.

3. Penerapan pasal in1 di bawah Protokol ini tidak akan mempengaruhi status hukum pihak
manapun yang terlibat dalam konflik bersenjata,

Pasal 5

Tidak satu hal pun dalam Protokol in1 yang boleh diartikan sebagai ketentuan penghalang dari
hukum nasional Negara Pihak atau instrumen internasional dan hukum humaniter internasional
yang lebih kondusit bagi perwujudan hak-hak anak.

Pasal 6

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil segala langkah-langkah hukum, adminstratif dan
tindakan-tindakan lainnya vang diperlukan untuk memastikan implementasi dan penegakan
yang efektif dari segala ketentuan vang diatur dalam Protokol i1 di dalam yurisdiksinya.

2. Negara-Negara Pihak setuju untuk membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam
Protokol ini diketahui secara luas dan disebarluaskan melalm berbagai sarana yang sesuai,
kepada para orang dewasa dan anak-anak.

3. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah vyang dapat ditempuh untuk
memastikan bahwa orang-orang di dalam yurisdiksit mereka yang direkrut atau digunakan
dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol mi untuk didemobilisasikan atau
dibebastugaskan. Negara-Negara Pihak harus, jika perlu, menyediakan kepada orang-orang ini
semua bantuan yang sesuai untuk pemulihan fisik dan psikologi dan reintegrasi sosial mereka.

Pasal 7

1. Negara-negara Pihak harus bekerja sama dalam melaksanakan Protokol ini, termasuk dalam
pencegahan terhadap setiap kegiatan yang bertentangan dengan Protokol ini dan dalam
rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi orang-orang vang menjadi korban dari tindakan-
tindakan vang melanggar Protokol ini, termasuk melalui kerja sama teknik dan bantuan
finansial. Bantuan dan kerja sama tersebut akan dilakukan melalui konsultasi dengan Negara-
Negara Pihak terkait dan organisasi internasional yang relevan.

2. Negara-Negara Pihak yang dalam posisi untuk melakukan hal tersebut harus menyediakan
bantuan tersebut melalu program multilateral, bilateral atau program-program lamnya, atau,
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antara lain, melalui sebuah dana sukarela yang ditetapkan sesuai dengan aturan Majelis
Umum.

Pasal 8

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol
in1 untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan
informasi komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi
ketentuan dalam Protokol, termasuk langkah-langkah vang diambil untuk melaksanakan
ketentuan tentang partisipasi dan rekrutmen.

2. Setelah penverahan laporan komperchensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam
laporan yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44
Konvensi, informasi lebith lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. Negara-
Negara Pihak lain dar1 Protokol harus meyerahkan laporan setiap lima tahun.

3. Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dar1 Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yvang
relevan dengan implementasi Protokol inu.

Pasal 9

1. Protokol im terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dar1 Konvensi
atau yang telah menandatanganinya.

2. Protokol ini diratifikast dan terbuka untuk diaksesi oleh setiap Negara. Instrumen ratifikasi
atau aksesi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Sekretaris Jendral, dalam kapasitasnya sebagai penyimpan Konvensi Hak-Hak Anak dan
Protokol 1in1, harus memberikan informasi kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua
negara vang telah menandatangami Konvensi dari setiap instrumen deklarasi berdasarkan
Pasal 13.

Pasal 10

1. Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan instrumen kesepuluh dari
ratifikasi atau aksesi.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol i1 atau mengaksesinya setelah mulai berlaku,
Protokol in1 harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penvimpanan instrumen ratifikasi
atau aksesinya.

Pasal 11
1. Suvatu Negara Pihak dapat menarik dini dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan

tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, vang setelah itu harus
menginformasikan Negara Pihak Konvensi lainnya dan semua Negara vang telah
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menandatangani Konvenst Hak-Hak Anak. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun
setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Namun jika pada tahun berakhirnya penarikan diri tersebut Negara Pihak terlibat
dalam konflik bersenjata, penarikan diri tersebut tidak dapat berlaku sebelum berakhirnya
konflik bersenjata.

Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari
kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap tindakan yang terjadi
sebelum tanggal penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh
mengurangi dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan vang
sedang dalam pembahasan Komite sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

Pasal 12

Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu
mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan
permintaan bahwa mereka menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah
konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil
suara atas proposal tersebut. Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal
komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga Negara Pithak menyetujui konferensi tersebut,
Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan
memberikan suvara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum untuk
persetujuan.

Suatu amendemen vang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal in1 harus berlaku ketika
telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga
mayoritas Negara Pihak.

Ketika sebuah amandemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak
yang menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol
ini, dan semua amendemen sebelumnya vang telah mereka terima.

Pasal 13

Protokol ini, vang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama
otentiknya, harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol n1

kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani
Konvensi.
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Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the involvement of children in armed conflict

The States Parties to the present Protocol,

Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child,
demonstrating the widespread commitment that exists to strive for the promotion and protection of
the rights of the child,

Reaffirming that the rights of children require special protection, and calling for continuous
improvement of the situation of children without distinction, as well as for their development and
education in conditions of peace and security,

Disturbed by the harmful and widespread impact of armed conflict on children and the
long-term consequences this has for durable peace, security and development,

Condemning the targeting of children in situations of armed conflict and direct attacks on
objects protected under international law, including places generally having a significant presence
of children, such as schools and hospitals,

Noting the adoption of the Statute of the International Criminal Court and, in particular, its
inclusion as a war crime of conscripting or enlisting children under the age of 15 years or using them
to participate actively in hostilities in both international and non-international armed conflicts,

Considering, therefore, that to strengthen further the implementation of rights recognized in
the Convention on the Rights of the Child there is a need to increase the protection of children from
involvement in armed conflict,

Noting that article 1 of the Convention on the Rights of the Child specifies that, for the
purposes of that Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless,
under the law applicable to the child, majority is attained earlier,

Convinced that an optional protocol to the Convention raising the age of possible recruitment
of persons into armed forces and their participation in hostilities will contribute effectively to the
implementation of the principle that the best interests of the child are to be a primary consideration
in all actions concerning children,

Noting that the twenty-sixth international Conference of the Red Cross and Red Crescent in
December 1995 recommended, inter alia, that parties to conflict take every feasible step to ensure
that children under the age of 18 years do not take part in hostilities,

Welcoming the unanimous adoption, in June 1999, of International Labour Organization
Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst
Forms of Child Labour, which prohibits, infer alia, forced or compulsory recruitment of children for
use in armed conflict,
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Condemning with the gravest concern the recruitment, training and use within and across
national borders of children in hostilities by armed groups distinct from the armed forces of a State,
and recognizing the responsibility of those who recruit, train and use children in this regard,

Recalling the obligation of each party to an armed conflict to abide by the provisions of
international humanitarian law,

Stressing that this Protocol is without prejudice to the purposes and principles contained in
the Charter of the United Nations, including Article 51, and relevant norms of humanitarian law,

Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect of the purposes and
principles contained in the Charter and observance of applicable human rights instruments are

indispensable for the full protection of children, in particular during armed conflicts and foreign
occupation,

Recognizing the special needs of those children who are particularly vulnerable to recruitment
or use in hostilities contrary to this Protocol owing to their economic or social status or gender,

Mindful of the necessity of taking into consideration the economic, social and political root
causes of the involvement of children in armed conflicts,

Convinced of the need to strengthen international cooperation in the implementation of this
Protocol, as well as the physical and psychosocial rehabilitation and social reintegration of children
who are victims of armed conflict,

Encouraging the participation of the community and, in particular, children and child victims
in the dissemination of informational and educational programmes concerning the implementation
of the Protocol,

Have agreed as follows:

Article 1

States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces
who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities.

Article 2

States Partics shall ensure that persons who have not attained the age of 18 years are not
compulsorily recruited into their armed forces.

Article 3

1. States Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their
national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights
of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the
Convention persons under 18 are entitled to special protection.

2.  Each State Party shall deposit a binding declaration upon ratification of or accession to this

Protocol that sets forth the minimum age at which it will permit voluntary recruitment into its

national armed forces and a description of the safeguards that it has adopted to ensure that such
recruitment is not forced or coerced.

2.
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3. States Parties that permit voluntary recruitment into their national armed forces under the age
of 18 shall maintain safeguards to ensure, as a minimum, that:

(a)  Such recruitment is genuinely voluntary;

(b) Such recruitment is done with the informed consent of the person’s parents or legal
guardians;

(c) Such persons are fully informed of the duties involved in such military service;

(d)  Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance into national military
service.

4.  Each State Party may strengthen its declaration at any time by notification to that effect
addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall inform all States Parties. Such
notification shall take effect on the date on which it is received by the Secretary-General.

5. Therequirement to raise the age in paragraph 1 of the present article does not apply to schools
operated by or under the control of the armed forces of the States Parties, in keeping with articles
28 and 29 of the Convention on the Rights of the Child.

Article 4

1. Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any
circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years.

2. States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including
the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practices.

3.  The application of the present article under this Protocol shall not affect the legal status of any
party to an armed conflict.

Article 5

Nothing in the present Protocol shall be construed as precluding provisions in the law of a

State Party or in international instruments and international humanitarian law that are more
conducive to the realization of the rights of the child.

Article 6

1. Each State Party shall take all necessary legal, administrative and other measures to ensure the
effective implementation and enforcement of the provisions of this Protocol within its jurisdiction.

2. States Parties undertake to make the principles and provisions of the present Protocol widely
known and promoted by appropriate means, to adults and children alike.

3. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons within their jurisdiction
recruited or used in hostilities contrary to this Protoco! are demobilized or otherwise released from

service. States Parties shall, when necessary, accord to these persons all appropriate assistance for
their physical and psychological recovery and their social reintegration.

23-
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Article 7

I.  States Parties shall cooperate in the implementation of the present Protocol, including in the
prevention of any activity contrary to the Protocol and in the rehabilitation and social reintegration
of persons who are victims of acts contrary to this Protocol, including through technical cooperation
and financial assistance. Such assistance and cooperation will be undertaken in consultation with
concerned States Parties and relevant international organizations.

2. States Parties in a position to do so shall provide such assistance through existing multilateral,
bilateral or other programmes, or, inter alia, through a voluntary fund established in accordance with
the rules of the General Assembly.

Article 8

1. Each State Party shall submit, within two years following the entry into force of the Protocol
for that State Party, a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive
information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol, including the
measures taken to implement the provisions on participation and recruitment.

2. Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the
reports they submit to the Committee on the Rights of the Child, in accordance with article 44 of the

Convention, any further information with respect to the implementation of the Protocol. Other States
Parties to the Protocol shall submit a report every five years.

3.  The Committee on the Rights of the Child may request from States Parties further information
relevant to the implementation of this Protocol.

Article 9

1. The present Protocol is open for signature by any State that is a party to the Convention or has
signed it.

2.  The present Protocol is subject to ratification and is open to accession by any State.

Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United
Nations.

3. The Secretary-General, in his capacity as depositary of the Convention and the Protocol, shall
inform all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention of each
instrument of declaration pursuant to article 13.

Article 10

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth
instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the
present Protocol shall enter into force one month after the date of the deposit of its own instrument
of ratification or accession.

-4-
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Article 11

1. Any State Party may denounce the present Protoco! at any time by written notification to the
Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the
Convention and all States that have signed the Convention. The denunciation shall take effect one
year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General. If, however, on the expiry
of that year the denouncing State Party is engaged in armed conflict, the denunciation shall not take
effect before the end of the armed conflict.

2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations
under the present Protocol in regard to any act that occurs prior to the date on which the denunciation
becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideration
of any matter that is already under consideration by the Committee prior to the date on which the
denunciation becomes effective.

Article 12

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the
United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to
States Parties, with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties
for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months
from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a
conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United

Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference
shall be submitted to the General Assembly for approval.

2. Anamendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into
force when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by
a two-thirds majority of States Parties.
3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties that have
accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any
carlier amendments that they have accepted.

Article 13

1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present
Protocol to all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention.

-5-
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PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,
CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS
DANS LES CONFLIT ARMES
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Protocole facultatif a la Convention
relative aux droits de I’enfant,
concernant Pimplication d’enfants
dans les conflits armés

Les Etats Parties au présent Protocole,

Encouragés par I’appui considérable recueilli par la Convention relative
aux droits de I’enfantl, qui dénote une volonté générale d’ceuvrer pour la
promotion et la protection des droits de I’enfant,

Réaffirmant que les droits des enfants doivent étre spécialement proté-
gés et langant un appel pour que la situation des enfants, sans distinction,
soit sans cesse améliorée et qu’ils puissent s’épanouir et étre éduqués dans
des conditions de paix et de sécurité,

Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur
les enfants et leurs répercussions a long terme sur le maintien d’une paix,
d’une sécurité et d’un développement durables,

Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des si-
tuations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par
le droit international, notamment des endroits oil se trouvent généralement
de nombreux enfants, comme les écoles et les hopitaux,

Prenant acte de I’adoption du Statut de la Cour pénale internationale,
qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés
tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder a la conscrip-
tion ou a I’enr6lement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées
nationales ou de les faire participer activement a des hostilités,

Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits re-
connus dans la Convention relative aux droits de [’enfant, il importe
d’accroitre la protection des enfants contre toute implication dans les
conflits armés,

Notant que Darticle premier de la Convention relative aux droits de
I’enfant spécifie qu’au sens de ladite Convention, un enfant s’entend de tout
étre humain 4gé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus t6t
en vertu de la législation qui lui est applicable,

Convaincus que 1’adoption d’un protocole facultatif se rapportant & la
" Convention, qui reléverait I’dge minimum de I’enr6lement éventuel dans les
forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement
a la mise en ceuvre du principe selon lequel 1’intérét supérieur de 1’enfant
doit étre une considération primordiale dans toutes les décisions le concer-
nant,

Notant que la vingt-sixi¢éme Conférence internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, no-
tamment, que les parties a un conflit prennent toutes les mesures possibles
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pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostili-
tés,

Se félicitant de 1’adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention
No 182 (1999) de I'Organisation internationale du Travail concernant
I"interdiction des pires formes de travail des enfants et I’action immédiate en
vue de leur élimination, qui interdit I’enr6lement forcé ou obligatoire des en-
fants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,

Condamnant avec une profonde inquiétude 1’enrblement, I’entrainement
et I'utilisation — en dega et au-dela des frontiéres nationales — d’enfants dans
les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d’un Etat, et
reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utili-
sent des enfants & cet égard,

Rappelant 1’ obligation pour toute partie & un conflit armé de se confor-
mer aux dispositions du droit international humanitaire,

Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et prin-
cipes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment a I’ Article 51, et
des normes pertinentes du droit humanitaire,

Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées
sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et
le respect des instruments relatifs aux droits de I’homme applicables sont es-
sentiels a la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits
armés et sous une occupation étrangére,

Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur
situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particuliérement vulné-
rables a ’enrblement ou & I'utilisation dans des hostilités en violation du
présent Protocole,

Conscients également de la nécessité de prendre en considération les
causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des
enfants aux conflits armés,

Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale
pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion so-
ciale des enfants qui sont victimes de conflits armes,

Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des
enfants et des enfants victimes, a la diffusion de ’information et aux pro-
grammes d’éducation concernant I’application du présent Protocole,

Sont convenus de ce qui suit :
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Article premier

Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller & ce que les membres de leurs forces armées qui n’ont pas atteint
I’age de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.

Article 2

Les Etats Parties veillent a ce que les personnes n’ayant pas atteint I’age
de 18 ans ne fassent pas 1’objet d’un enrdlement obligatoire dans leurs forces
armeées.

Article 3

1. Les Etats Parties relévent en années I’ige minimum de 1’engagement
volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport a celui fixé au pa-
ragraphe 3 de I’article 38 de la Convention relative aux droits de I’enfant, en
tenant compte des principes inscrits dans ledit article et en reconnaissant
qu’en vertu de la Convention, les personnes dgées de moins de 18 ans ont
droit 4 une protection spéciale.

2. Chaque Etat Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole
ou de I’adhésion & cet instrument, une déclaration contraignante indiquant
I’dge minimum & partir duquel il autorise ’engagement volontaire dans ses
forces armées nationales et décrivant les garanties qu’il a prévues pour veil-
ler & ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la
contrainte.

3. Les FEtats Parties qui autorisent ’engagement volontaire dans leurs for-
ces armées nationales avant ’dge de 18 ans mettent en place des garanties
assurant, au minimum, que :

a) Cet engagement soit effectivement volontaire;

b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de
cause, des parents ou gardiens légaux de I’intéressé;

c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs
qui s’attachent au service militaire national;

d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur 4ge avant
d’étre admises audit service.

4. Tout Etat Partie peut, & tout moment, renforcer sa déclaration par voie
de notification a cet effet adressée au Secrétaire général de 1’Organisation
des Nations Unies, qui en informe tous les autres Etats Parties. Cette notifi-
cation prend effet & la date a laquelle elle est reque par le Secrétaire général.

5. L’obligation de relever 1’dge minimum de I’engagement volontaire visée
au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux établissements sco-
laires placés sous 1’administration ou le contrdle des forces armées des Etats
Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux
droits de ’enfant.

2012, No.148

www.djpp.depkumham.go.id



2012, No.148 32

Article 4

1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d’un Etat ne de-
vraient en aucune circonstance enrdler ni utiliser dans les hostilités des per-
sonnes agées de moins de 18 ans.

2. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour empécher I’enrélement et I’utilisation de ces personnes, notamment les
mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement
ces pratiques.

3. L’application du présent article du Protocole est sans effet sur le statut
juridique de toute partie a un conflit armé.

Article 5

Aucune disposition du présent Protocole ne peut étre interprétée comme
empéchant I’application de dispositions de la législation d’un Etat Partie,
d’instruments internationaux et du droit international humanitaire plus pro-
pices a la réalisation des droits de ’enfant.

Article 6

1. Chaque Etat Partie prend toutes les mesures — d’ordre juridique, admi-
nistratif et autre — voulues pour assurer 1’application et le respect effectifs
des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.

2. Les Etats Parties s’engagent 2 faire largement connaitre les principes et
dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, a I’aide
de moyens appropriés.

3. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller & ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont en-
rolées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient
démobilisées ou de quelque autre maniére libérées des obligations militaires.
Si nécessaire, les Etats Parties accordent 4 ces personnes toute 1’assistance
appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur
réinsertion sociale.

Article 7

1. Les Etats Parties coopérent & I’application du présent Protocole, no-
tamment pour la prévention de toute activité contraire a ce dernier et pour la
réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes
contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et
une assistance financiére. Cette assistance et cette coopération se feront en
consultation avec les Etats Parties concernés et les organisations internatio-
nales compétentes.

2. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assis-
tance par I’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres
déja en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions
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volontaires constitué conformément aux régles établies par I’Assemblée gé-
nérale.

Article 8

1. Chaque Etat Partie présente, dans les deux années qui suivent I’entrée
en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité
des droits de 1’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures
qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, no-
tamment celles concernant la participation et I’enrdlement.

2. Aprés la présentation du rapport détaillé, chaque Etat Partie inclut dans
les rapports qu’il présente au Comité des droits de I’enfant conformément a
I’article 44 de la Convention tout complément d’information concernant
Iapplication du présent Protocole. Les autres Etats Parties au Protocole pré-
sentent un rapport tous les cinq ans.

3. Le Comité des droits de I’enfant peut demander aux Etats Parties un
complément d’information concernant 1’application du présent Protocole.

Article 9

1. Le présent Protocole est ouvert a la signature de tout Etat qui est Partie
a la Convention ou qui I’a signée.

2. Le présent Protocole est soumis a la ratification et est ouvert a
I’adhésion de tout Etat. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont
déposés auprés du Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies.

3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et
du Protocole, informe tous les Etats Parties a 1a Convention et tous les Etats
qui ont signé la Convention du dép6t de chaque déclaration en vertu de
I’article 13.

Article 10

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois aprés la date de dépdt
du dixiéme instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhé-
reront aprés son entrée en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un
mois aprés la date du dépét par cet Etat de son instrument de ratification ou
d’adhésion.

Article 11

1. Tout Etat Partie peut, i tout moment, dénoncer le présent Protocole par
voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de 1’Organisation
des Nations Unies, qui en informera les autres Etats Parties a la Convention
et tous les Etats qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet
un an aprés la date a laquelle le Secrétaire général en aura regu notification.
Toutefois, si 4 I’expiration de ce délai d’un an, 1’Etat Partie auteur de la dé-
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nonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet
avant la fin dudit conflit.

2. Cette dénonciation ne saurait dégager I’Etat Partie de ses obligations en
vertu du présent Protocole a raison de tout acte accompli avant la date 4 la-
quelle la dénonciation prend effet, pas plus qu’elle ne compromet en quelque
maniére que ce soit la poursuite de I’examen de toute question dont le Co-
mité serait saisi avant la date de prise d’effet de la dénonciation.

Article 12

1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte au-
prés du Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies. Celui-ci
communique alors la proposition d’amendement aux Etats Parties, en leur
demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables a la convocation d’une
conférence des Etats Parties en vue de ’examen de la proposition et de sa
mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette commu-
nication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la
convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Confé-
rence sous les auspices de 1’Organisation des Nations Unies. Tout amende-
ment adopté par la majorité des Etats Parties présents et votants a la confé-
rence est soumis & I’Assemblée générale pour approbation.

2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragra-
phe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par
I’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des
deux tiers des Etats Parties.

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats Parties qui 1’ont accepté, les autres Etats Parties demeurant liés par les
dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs accep-
tés par eux.

Article 13

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
frangais et russe font également foi, sera déposé aux archives de
I’Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies fera parvenir
une copie certifiée conforme du présent Protocole a tous les Etats Parties 4 la

. Convention et a tous les Etats qui ont signé la Convention.
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GAKYJIBTATHBHBIN MPOTOKOJ K KOHBEHLIMH O IIPABAX PEBEHKA,
KACAIOIHICS YYACTHSA JETEN B BOOPYXXEHHBIX KOH®JINKTAX
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®AKYJIBTATHBHBIN MPOTOKOJ K KOHBEHIIMH O NPABAX PEBEHKA,
KACAIOUIMICS YUYACTHSI AETEH B BOOPYKEHHBIX KOH®INKTAX

Tocydapcmea — ywacmuuxu nacmoswezo Ilpomoxona,

6ydyuu 600dymesnenn noBceMecTHOH noxaepxkoit KonpeHnuu o npasax pebenka,
CBUICTENBCTBYIOLIEH O LIHPOKO PaCIPOCTPAHEHHOH rOTOBHOCTH CJIYXHTD A€y MOOLIPEHHS
H 3alMTH Npas peGeHka, -

6M08b nOOMaepICcOan, UTO Npasa AeTell HyKaaloTca B 0coGoll 3amuTe, ¥ NpH3bBas K
ofecneyeHnI0 NOCTOAHHOTO ylyYuieHHs NOM0KEHHA AeTeii 6e3 Kakoro 661 TO HH OBLIO
pa3nuuMs, a TaKXKe WX Pa3BUTHA u oOpazoBaHus B o6CTaHOBKE MHpa H 6e30macHOCTH,

6ydyuu obecnoxoernbi NaryOHBIM B ITHPOKOMAcLITaOHBIM BO3ZEACTBUHEM
BOOPYXEHHbIX KOHGINKTOB Ha AeTel, a Takxke MX JONrOCPOUHBEIMH MOCAENCTBHAMH IUIs
NPOYHOro MHPa, 6€3011aCHOCTH H Pa3BHTHA,

ocyxcoas nocAraTelibcTa Ha JileTeil B yCIOBHAX BOOPYXKEHHOro KOHGIMKTA, a TAKXKe
HeNnoCPEeACTBECHHbIC HanafeHMs Ha OOBEKTH, OXpaHAEeMbi€ B COOTBETCTBHE €
MEXAYHAPOIHLIM NPaBOM, B TOM YHCJIE Ha MECTA, B KOTOPBIX OGBIYHO NPHCYTCTBYET
Gonplioe KONHYECTBO AleTel, Takue, KaK MKOJbI H 60JBHHUEL,

ommeuas npuHaTHe CraryTa MeXayHapoogHOro yroJloBHOIO CyAa, H B YaCTHOCTH
KBaINQHKAUMIO B HEM B KadeCTBE BOCHHOrO NpecTynneHns neicTBnil, CBA3aHHBIX C
NpH3BIBOM Ha BOEHHYIO ciyx0y unn Mobunusauueii nereit, He qocturmux 15-netHero
BO3pACTa, HIIH C X aKTHBHBIM HCNONB30OBAHMEM B BOCHHBIX AEHCTBUAX B paMKax Kak
MEeXIyHAPOAHBIX, TaK M HEMEXAYHAPORHEIX BOOPYKEHHBIX KOHDAHKTOB,

cyumasa, TakuM oOpasoM, 4TO B LeNaX coaeiicTBUA 6onee apdexTHBHOMY
OCYNIECTB/IEHHIO NIpaB, NPH3HaHHBIX B KoHBeHIMH 0 npaBax peGeHka, HCOOGXOAMMO YCHAHTD
3alliUTy AETEN OT y4acTHA B BOOPYXKEHHBIX KOHDAHKTAX,

ommeuan, uro ctatha 1| KonBenunu o npasax pebexka npeaycMarpHBaeT, uTo Ans
ueJieii 310#i KoHBeHUHH peOEHKOM ABJAECTCA KAXKIO0E YSNOBEUECKOE CYIUECTBO A0
DocTHXeHHA 18-neTHero Bo3pacTa, €Cik N0 3aKOHY, IPUMEHHMOMY K NaHHOMY peGeHKy, OH
He JOCTHraeT COBepLIEHHOJIETHS paHee,

Oyoy4u yGencoeHbl, MTO QaKyJbTATHBHEBIA NPOTOKON K KOHBEHIIMH, MOBBILUAIOLHA
BO3pacT BO3MOXHOIO NIPU3bIBA JIML B BOOPYXECHHBIE CHJIBI H HX YYaCTHS B BOCHHBIX
neiicTBHAX, Oyner apdexTnBHEIM 00pa3oM cnocobGCcTBOBATh OCYIECTBICHUIO MPHHLKNA,
COMIaCHO KOTOpPOMY BO BCEX AeHCTBHAX, KaCalOUIHXCA AeTeH, nepBooyepeHOE BHUMAHHE
OOJKHO YAENAThcA HaHNyylueMy obecneyeHnio nuTepecoB pebenxa,

ommeyas, 4To ABafLATh lwecTas MexayHapogHas koHdepenuns Kpacnoro Kpecra u
Kpacroro INonymecsia, cocrosBuiasca B gexkabpe 1995 roga, pekoMeHn0BaNa, B YaCTHOCTH,
CTOpOHaM KOHGIHKTOB NPEANPHHUMATH JI06ble BO3MOXKHEIE IIark B Lensax obecneyeHus
TOro, 4ToOBI JIETH, He AocTHrmKe 18-neTHero Bo3pacTa, HE NPUHAMAJNIH YYacCTHS B BOCHHBIX
neucTBUAX,
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npugemcmeys eQNHOLYLIHOE NpUHATHE B HioHe 1999 roaa KonBenuun
MexnyHapoano# opranusauuy Tpyaa Ne 182 o 3anpelueHMH ¥ HEMEIEHHBIX Mepax Mo
HCKOPCHCHHIO HAUXYAILOHX q)OpM JAETCKOro TpyAa, KOTOpas 3anpewacT, B HaCTHOCTH,
NMPUHYAHTENbHYIO HIK 00A3aTeNIbHYI0 BepObOBKY AeTell AA MCNONL30BAHHA HX B
BOOPYXEHHBIX KOH(NUKTAX,

ocyxcoan ¢ camoil 2nyboxoii o3abouenrocmsio BepbOBKY, 00y YeHHE H HCIIONb30BaHHE
BHYTPH roCcyZapcTBa K 3a €ro npeaejiaMH jeTel B BOCHHBIX REHCTBHAX BOOPYKECHHBIMH
rpynnaMH, OTIKYHBIMH OT BOODYXEHHBIX CHJ FOCYAapCTBa, H NPH3HABad OTBETCTBEHHOCTH
Tex, KTo BepOyeT, o6yuaer n cnons3yer aerel ¢ 3Tl HeEnbIO,

Hanomunas 06 oGa3arenbcTBE Kaxaoh CTOpOHBI BOOPYXKECHHOTO KOH(l)JlPll(Ta
cobnionars MONOKEHHA MEXAYHApOAHOro ryMaiHTapHOr'o npana,

noduepkueas, 4ro Hactosuui [IpoTokon He HAHOCHT yuep6a LenAM H NPHHLANAM,
cogepxamuMcs B Ycrase Opranusauuu O6veaunennsix Hannii, Bkaioyas crarbio 51, u
COOTBECTCTBYIOIHM HOpMaM I'yMaHHTAPHOTO Npasa,

npunumas 6o uumanue, 4To o6craHoBKa MHpa H 6€30N1aCHOCTH, OCHOBaHHAaA Ha
TIOJIHOM YBaXKeHHH HeNnell U NPHHIMIOB, H3NOXKEHHBIX B YcTaBe, H Ha COOMOAEHHH
NPHMEHHMBIX JJOrOBOPOB B 0074CTH NPaB YeJIOBEKA, ABJIACTCS HENPEMEHHLIM YCIOBHEM AN

NonHoHi 3aIlKTH AeTel, B YaCTHOCTH BO BpeMs BOOPYXKEHHBIX KOHQIHKTOB H HHOCTPaHHOM
OKKYMNal#uH,

npusnasas ocobrie MOTpebHOCTH AeTel, KOTOPhIe ABAAIOTCA OCODEHHO YA3BUMBIMH
NO OTHOWEHHIO K HX BepGOBKE H HCNONB30OBARMIO B BOCHHBIX AeHCTBHAX BONPEKH
HacrosuieMy IIpoTokony B CBA3H ¢ HX 5KOHOMHYECKHM HJIH COLMANbHBIM MONOKEHHEM HITH
NOJIOM,

namamya o HEeOOXOAHMOCTH YYHTBIBATh 3IKOHOMHYCCKHE, CONHAJIbHBIC H
TMMOJTHTHYECKHE NMPHYHHBI Y4acTHs jeTeit B BOOPYXEHHBIX KOHQ)JIHKTaX,

6ydyuu ybexcoenb: B HeOGXONMMOCTH YKPENAEHHA MEXAYHAPOXHOTO COTPYAHHYECTBA
B OCYIN€CTBJIEHHUH HACTOALECTO HPOTOKOII&, a Takxe B gpejne ¢H3H‘18CKOH H
NCHXOCOLHANbHOM pcabunuTaLNy H COLMaNbHO! PEHHTErpalHy AeTel, ABNAIOIMXCS
XKEPTBAMH BOOPYKECHHBIX KOHGDIUKTOB,

noowpas yyactue o6uecTsa, ¥ B YACTHOCTH AeTel H AeTed, ABNAIOIMUXCA JKEPTBAMH,
B pacnpocTpaHeHAH HHGopMaLuH H 0Opa3oBaTeNbHEIX IPOrpaMMax, KacaloHXCA
ocymecrnenus Iporokona,

002080puUNUCH O HUXKECTEAYIOUEM:
Cratbz 1

Tocynapersa-y4acTHHKM IPAHHMAIOT BCE BO3MOXHEIE MEPHI Uld obecneueHus Toro,
4YTOOBI BOCHHOCITYXAllHe HX BOOPYKEHHEIX CHJI, He JOCTHTIIHE ]8-IeTHEro Bo3pacra, He
NIPHHMMAINH NIPAMOTO YYaCTHA B BOEHHBIX AeUCTBUAX.
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Crares 2

TocynapcrBa-yuaCTHHKH 06ecneunBaloT, YTo6H! IHLa, He KocTUrine 18-neTuero
BO3pacTa, HE NOAJICKATH oGnsarensuouy NPH3BIBY B HX BOOPYXKEHHBIE CHIIBI.

Crarpa 3

1. TocynapcTBa-y4aCTHHKH MOBBIIIAIOT MEHHMANbHEIH BO3pacT A06pOBONBHOFO
TMPpH3BIBA JINI B UX HAIlHOHANTHHEIC BOOPYXKCHHBIE CHIIBI O CPABHECHUIO C BO3PACTOM,
yKa3aHHBIM B nyHkTe 3 ctateu 38 Konsenuuu o npaBax pefeHKa , YYHTHIBAS MPHHIHUILL,
COEpXKamKeCcH B 3TOH CTaThe, H MPHU3HABad, YTO B COOTBETCTBUY ¢ KoHBeHIHEH KA, He
HOCTHIIIHE 18 JIeT, HMEIOT [IpaBo Ha oc06y10 3alHTY.

2. Kaxzaoe rocyaapcTBo-y4yacTHHK NPH paTH(HKaluuy HacToswmero [Iporokona unu
NIPHCOEHHEHHH K HEMY CRAeT Ha XpaHeHHe uMerouiee 06s3aTeNbHbIH XapaKTep 3asBieHHE,
B KOTOPOM YKa3biBaeTCsl MHHHMalIbHBI BO3pacT, IPH KOTOPOM OHO AOMYyCKaeT
J106pOBONBHEIH NPU3LIE B €r0 HAMOHANBHBIE BOOPYXKEHHbIE CHIIBL, H H3N1araloTCa rapaHTuH,
NpPHHATbIE TOCYAAPCTBOM AJIA oGecnedeHus Toro, YToGhl Tako# NPU3BIB HE HOCHT
HaCHJIBCTBEHHOTO MJIM MPHHYINUTENBHOTO XapaKTepa.

3. TocynapcTBa-y4yacTHHKH, AOTyCKatolHe JOGPOBOALHEIA MPU3LIB B HX HALMOHAJILHEIE
BOOpY>XEHHbIE CHJIbI IUL, He ROCTUTIINX | 8-neTHero Bo3pacTa, NpeROCTABNAIOT FapaHTHH,
KaKk MHHAMYM o0ecneunBaroune, YTo0bl:

a) TaKoM NPHU3EIB HOCKI B JelCTBUTENBHOCTH N0GPORONBHEIN XapaKTep;

b) Tako# NPH3BIB NPOH3BOANIICA C OCO3HAHHOTO corfpacus po,zmreneﬁ HIIH
3aKOHHBIX ONEKYHOB JJAHHOTO JIH1IA,

c) TaKHe uua 6y B ONHOR Mepe HHPOPMHPOBaHH 06 06A3aHHOCTAX,
CBA3AHHBIX ¢ HECEHHEM TaKOM BOCHHOM ClyxObI;

d) TAKHE€ THLA NPEACTABIAINR AOCTOBEPHBIC CBHACTCIIBCTBA CBOCIo BO3pacTa Ao
UX NPHHATHA HA HAIlMOHAJIBHYIO BOCHHY IO CH)’)K6)’.

4. Kaxnoe rocynapcTBo-y4acTHHK B NI000# MOMEHT MOXET YCHIHTE MOJIOXKEHHS CBOETro-
3a4BNEHUA NyTEM HalpaBJieHUs COOTBETCTBYIOLIEro YBeROMIeHUA B anpec ['enepanbHoro
cekperaps Opranusaunu O6benunensnix Hanui, koropeiii madopMupyeT Bece rocynapersa-
y4acTHHKH. Takoe yBeIOMIEH)E BCTYNaeT B CHITY ¢ AAThI €ro MONy4YeHHs [eHepanbHBIM
CeKpeTapeM.

5. TpebGoBaHHne 0 MOBBHIIEHHH BO3pacTa, coepxalieecs B NyHkTe | HacTosme# cTarby,
He pacnpocTpaHseTcs Ha yueOHble 3aBeicHH A, HaXOAAINECH B BEACHHH WK IO KOHTPOJIEM
BOOPYXEHHBIX CHJI FOCYAapCTB-YYaCTHHKOB, B COOTBETCTBHH €O cTarbsamu 28 u 29
KonBeHnmu o npasax pebeHka.
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Cratbn 4

1. BoopyixeHnbie rpynnel, OTIHYHEIE OT BOOPYXKEHHBIX CHJI FOCYAAPCTBA, HH NIPH KaKHX
obcToATENbCTBAX He NOJKHB Bep60oBaTh MIIH MCIIONB30BaTh B BOCHHBIX AeHCTBHAX JIKL, HE
ROCTHrIHX 18-s1eTHETO BO3pacTa.

2. TocymapcTBa-y4acTHHKH NPHHUMAIOT BCE BO3MOXHBIE MEPEI B Lie/IAX
NpeRynpexaeHHA Takol Bep6OBKH ¥ HCNONB30BAHHSA, BKIIOYAsA IPHHATHE [IPABOBHIX Mep,
HeoOXOMMMBIX JUIA 3aNlpelleHNs U KPHMHHKANH3aLHU TaKo# NPaKTHKH.

3. TlpuMeneHune HacTosLIEH CTaThH COrlIacHO RaHHOMY I1poTokoNy He 3aTparuBaet
IOPHANYECKOTO CTATYCa HH ONHOH U3 CTOPOH BOOPYXEHHOTO KOH(IMKTA.

Cratpa §

Huurto B HacToAmeM IIpoTokone He MOXeT GbITh HCTOJNIKOBAHO KaK HCKIIIOYAIOIIEE
NOJIOKEHHM S, COAepXKAaIHecs B 3aKOHOAATeNLCTBE FOCYAapCTBa-y4acTHHKA HIIH B
MEXAYHapOAHBIX JOTOBOPax H MEXKAYHapPOAHOM I'yMaHHTAPHOM Npabe, KOTOphie B GoabuuekH
CTENeHH Cnoco6GCTBYIOT OCYINECTBIIEHHUIO MpaB pedeHKa.

CraTpa 6

1. Kaxzoe rocyaapcTBo-y4acTHHK B paMKaX CBOeii IOPHCAMKIMH IPUHHMAET BCe
Heo6XoMMble NPaBOBbIE, AIMUHAUCTPATHBHEIE B HHBIE MEpHI 1A obecreyeHns
3¢ ¢EeKTHBHOrO OCYLIECTBIEHNA H TPHMEHEHH NoIoXeHKH HacToswero [Iporokona.

2. TocynapcrBa-yuacTHuKH 006s3y10TCa 06ecnednTh WHPOKOE pacCNPOCTPaHEHUE H
nponaraifly COOTBETCTBYIOUWIMMH CPEICTBAMH IIPHHIIHMNOB H MOJOXEHHH HACTOAIErO
IIpoTokona cpean B3pocnbiX H AeTei.

3. TocynapcTBa-yuacTHHKH NIPHHHMAIOT BCE BO3MOXHEIE Mephl Al obecneueHns Toro,
4TOOBI IHLa, HAXOAAIHECA NOR HX IOpHCAHKLUMEH, KOTOpBIe OblIM 3aBep6oBaHE! HIIH
HCIIONB30BANHCh B BOCHHBIX AcHCTBHAX BONpeKH HacTodwmeMy IIporokony, GeinH
ReMOGHIN30BaHbl HIIH HHBIM 00pa3oM 0cBOOOXAEHBI OT BOCHHOM ciyXOBI.

Tlpu Heo6x0AMMOCTH rocyRapcTBa-y4acTHHKH OKa3biBalOT 3THM JIHIIaM BCIO HaJUleXKaliy1o
TOMOIIL B 11€/IAX BOCCTAHOBNEHNA HX PHU3HUECKOrO ¥ NCHXONOrHYECKOro COCTORHNS, a
TaK)e HX COLHANIbHON pEHHTErPALHH.

Cratba 7

1. TocynapcTBa-y4acTHHKH COTPYAHHYAIOT B Jie)ie OCYLIeCTBAEHUA HACTOSILErO
Iporokona, B TOM YKCIIe B JeNe NpeaynpexaeHus 6ol esTenbHOCTH, NpoTHBOpedamel
IpoTokony, H B Aene peaGUNUTALHY H COXHANBHON PEHHTETPANHH UL, CTABLIHX XEPTBaMH
IelicTBu#l, TPOTHBOPEYAKUX HacTosmeMy [IpoTokonmy, B TOM YHCNE OCPEACTBOM
TEXHHYECKOTO COTPYAHHYECTBa H GHHAHCOBOM noMouy. TakHe MOMOIb H COTPYAHHYECTBO
6yAyT OCYIECTBAATLCA B KOHCYNBTalMH C 3aHHTEPECOBAHHBIMH rOCYJapCTBaMH- '
YYaCTHHKAMH H COOTBETCTBYIOIUMMH MEXAYHaPOAHBIMI OPraHH3alUsAMM.
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2, TocynapcTsa-y4acTHHKH, KOTOPhIE B COCTOAHHH CACNATH ITO, 0KA3bIBAIOT TaKylo
MOMOIIL B PaMKaX CyUIECTBYIOUNX MHOrOCTOPOHHUX, ABYCTOPOHHUX HIH KHBIX NPOrpaMm,
HJH, B YaCTHOCTH, Yepe3 NOCPeACTBO oHAa 106POBOABHEIX BIHOCOB, YUPEXAIEMOr0 B
COOTBETCTBHH C npasunamu I'enepanbHoit Accambnen.

Cratpn 8

1. Kaxnoe rocynapcTBo-y4acTHHK B TeYEHHE ABYX JIET NIOCHE BCTYNIEHHA B CHITY
naunoro IIpoTokona And 3TOro rocyAapcTBa-yHacTHHKa NpeacTaBaseT aoknan Komurery nmo
npaBaM peGenka, cofepxaiuit Bceofnemnomyo HHhopMaUUIO 0 Mepax, IPHHATHX UM B
LeNSX OCYIECTBNEHUS nonoxeHu# IpoTokona, BKIoYas MEpbl, NPHHATHE ¢ UEABIO
OCYINECCTBJICHUA ﬂOHO)KeHHn, KacCarwiHXcAa yJaCcTHA H IPH3LIBA.

2. Tocne npencrasjieHns BCeoOLEMNIOLIEro JOKNAAA KaXa0€ roCyAapcTBO-Y4aCTHHK
BKJIIOYaeT B NOKJ1afbl, npeAcTaBnsemsie UM KoMuTeTy no mpaBaM pe6eHka B COOTBETCTBHH
co cratbeit 44 KoupeHuuu, noby1o A0MONHUTENbHYIO HHGOPMALMIO, KAacAIOMYIOCK
ocymectsienns Iporokona. Apyrue rocynapcrsa-yuacTiukn IIpotoxona npeacrasnsior
HOKJIaz KaX/ble NATH JIeT.

3. KoMmuteT no npasam peGenka MOXET 3aNPOCHTh Y TOCYAAPCTB-YHaCTHHKOB
JONOJMHHTENbHYIO unq)opuaumo, Kacauylocsa OCylCCTBICHHA HACTOALIEro I'lpmoxona.

Crarna 9

1. Hacrosamu#i IIpoTokoa oTKpHIT A/ NOAMHCAHHA NIOGBIM rOCyAapCcTBOM, KOTOPOE
aBjsAeTcA yuacTHUKOM KOHBEHUHM HIIH KOTOPOE NOAMKUCANO ee.

2. Hacroawnuit Ipotoxon noanexHT paTHPpHKanaH H OTKPHIT A4 NPHCOCAHHEHHA K
HeMy mo6oro rocygapcTsa. PaTHduKaUHMOHHLIE TPaMOTBI HITH AOKYMEHTHI O MPHCOEAHHEHHH
cnaloTcs Ha XxpaHenne ['enepansHoMy cexperapio Opranuszauun O6neaunenusx Haumii.

3. TenepanbHelli cexpeTaps, AeliCTBYA B KauecTBE Aeno3utapus KOHBEHIMH H
TpoTokona, ysefoMaseT BCe rocyaaperaa-yyactiuxky Kousenuuu u sce rocynapersa,

KOTOPEIC NOANKUCANH KOHBEHHH]O, 0 Claye HAa XpaHCHHE KaXJA0ro 3agBlCHHA B COOTBCTCTBHH
co crarbeii 13.

Crarpa 10

1. Hactosmnii IIpoTokon BcTynaer B cuny uepes TpH Mecsla NOCie CAAYH HA XpaHeHHue
AecaTol paTHGHKAIHOHHON rpaMOTh HAH JIOKYMEHTa O IPHCOEAUHEHUH.

2. Jins kaxaoro rocynapcTsa, KoTopoe patnduuupyet Hacrosuit Iiporokon nnu
NPHCOSAMHHTCS K HEMY [IOCNE €ro BCTYIUICHHA B CHAYy, Hactoamuii [Ipotokon BcTynaeT B
CHJTY Yepe3 OOMH MECAL HOC/e CAAYH Ha XpaHEHHe ero paTHPUKALMOHHON rpaMOThl HIH
JNOKYMEHTA O IIPUCOEANHEHHH.
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Crartea 11

1. Jlio60e rocynapcTBO-y4acTHHK MOXeT IeHOHCHpoBaTh HacTosmul ITpoTokxon B
n06oe BpeMs NyTeM NHCbMEHHOro yBenoMneHus [enepanbHoro cekperaps Opranu3anuu
O6nenunennnix Hauult, koTopetit 3aTem unpopMupyet 06 3TOM ApyrHe rocyaapctsa —
yuactHukH KonBeHLMH K Bce rocynapcTsa, noanucasmue Konsernusio. Jenoncauns
BCTYNACT B CHJLY 110 HCTEUCHHH ONHOTO rofa Mocie AaThl NONYYCHHS yBEAOMICHHA
Tenepantheim cexperapeM. OfHAKO, €C/TH HA JICHE HCTEYEHHA 3TOTO roaa B
ZICHOHCHPYIOILEM TOCYapCTBE-YYaCTHHKE HMEET MECTO BOOPYXEHHBIH KOHQIIHKT,
ACHOHCAUHA HC BCTYNACT B CHIIY N0 OKOHYRHHA 3TOr0O BOOPYIKECHHOIO KOH(])JIHKT&.

2. Takas nenoncanus He ocBo6oXaaeT roCyAapCcTBO-YYACTHHK OT ero 0053aTe/IbCTB,
NpeAyCMOTPEHHBIX B HACTOALIEM Hporoxone, B OTHOLIEBHH moboro ﬂeﬁCTBHﬂ, KOTOpOE
MPOU3OLINO /IO AATH! BCTYNIEHHS NEHOHCAUMH B CHy. PaBHEIM 06pa3oM Takas IeHOHCAIHS
HM B Koeli Mepe He NpenATCTBYET JaNbHeeMy pacCMOTPEHHIO N1060ro BOnpoca, KOTopelii
yxe MOCTYNHIT Ha PaccMOTpEHHE Komurera 10 narnt BCTYNNICHHUA ACHOHCAIIHH B CHITY.

Crarea 12

1. Jlio60€e rocynapcTBO-y4aCTHHK MOXET NPELTOXKHTD IIONPaBKY H NPEACTaBHTh €€
I'enepanbHOMY cexperapio Oprannsauun O6benunenusix Hanuil. [enepanbublit cekpeTapn
3areM NMpPENnpoBOXAaeT NPeAI0OKEHHYIO IONPABKY roCcy1apcTBaM-y4acTHHKaM ¢ nmpock6of
YKa3arbh, BbICKa3bIBAlOTCH JIH OHH 32 CO3BIB KOH¢CPCHL{HH rocyaapcTB-y4aCTHHKOB € LEJIBIO
PaccMOTPEHHA 3THX MpPeIOXEHUH H NPOBEACHHA 1O HUM royiocoanus. Ecnn B Teuenne
YeThipex MecAlleB, HauHHasA ¢ AaThl TaKoro coobuieHns, no KpaiHe# Mepe onHa TperTs
roCyZapcTB-Y4acTHHKOB BBICKaXeTCA 3a TaKylo KoHpepeHUuIo, ['eHepanbHBbil cexpeTaps
CO3BIBAET 3Ty KOH(eperuuio nox arupoii Oprannsauun O6veanHenHbx Hauuil. Jlio6as
NONpaBKa, NPUHATAaA GONBUIMHCTBOM rOCYAAapPCTB-YHAaCTHHKOB, IPHCY TCTRYIOIIKX H
Y4acTBYIOLIHX B rol1OCOBaHHH Ha 3To# KOHepeHuMn, npencrasnserca ['enepansHoi
AccaMbnee Ha yTBepXAeHHeE.

2. IonpaBka, NpuHSATas B COOTBETCTBHHU C MYHKTOM 1 HacTOfIeH CTaThH, BCTYNAeT B
cHNy no yTBepxaeHUM ee ['enepanbHoii Accambneett Opranusauuu O6neannennsix Hauu#t
M NPHHATHH e¢ GONBUHHCTBOM B ABE TPETH rocyJapCTB-y4acTHHKOB.

3. Korza nonpaska BCTynaeT B CHIIY, OHA CTAHOBHTCS 06A3aTeNIbHON AN TEX
roCyAapCTB-y4acTHUKOB, KOTOPLIE €€ NPUHAH, & JUIA APYTHX FOCYAAPCTB-YHaCTHHKOB
OCTaKTCA 0043aTe/IbHBIMH MOJOXKEHHA HacTodAICro l'[pOToxo.na H nobbie NpeamecTBYIOUHE
NONPAaBKH, KOTOPbIE HMH NIPHHATEL

Crarpn 13

1. Hacrosaumii [IpoTokon, anrnuiickuii, apabekuit, ucnanckui, xuraticknl, pycckui u
$paHIy3CKHii TEKCTHI KOTOPOTO AB/AIOTCA PABHO ay TCHTHYHBIMH, XPAHHTCA B apXMBax
Opranunsauun O6benuHeHHEIX Haunit.

2. I'enepanbusiit cexperaps Opranusaunn O6beauHeHHBIX Hanuil nanpasnser
3aBepeHHBIE KOonuM HacTofiero ITporokona BceM rocyaapcTBaM — yyacTHUKaM KoHBeHIUH
U BCEM rocyjapcTsaM, noanucasmuM Konsenumuio.
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS
DERECHOS DEL NINO RELATIVO A LA PARTICIPACION DE
NINOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS -

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Alentados por el apoyo abrumador que ha merecido la Convencidn sobre los Derechos del
Niflo, lo que demuestra que existe una voluntad general de luchar por la promocién y la proteccion
de los derechos del nifio,

Reafirmando que los derechos del nifio requieren una proteccién especial y que, para ello, es
necesario seguir mejorando la situacion de los nifios sin distincién y procurar que éstos se desarrollen
y sean educados en condiciones de paz y seguridad,

Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los nifios los conflictos
armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos,

Condenando ¢l hecho de que en las situaciones de conflicto armado los nifios se conviertan
en un blanco, asi como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho internacional,
incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y
hospitales,

Tomando nota de la adopcion del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en particular la
inclusion entre los crimenes de guerra en conflictos armados, tanto intemnacionales como no
internacionales, del reclutamiento o alistamiento de nifios menores de 15 afios o su utilizacién para
participar activamente en las hostilidades,

Considerando que para seguir promoviendo la realizacion de los derechos reconocidos en la
Convencion sobre los Derechos del Niilo es necesario aumentar la proteccion de los nifios con miras
a evitar que participen en conflictos armados,

Observando que el articulo 1 de la Convenci6n sobre los Derechos del Nifio precisa que, para
los efectos de esa Convencidn, se entiende por nifio todo ser humano menor de 18 afios de edad,
salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoria de edad,

Convencidos de que un protocolo facultativo de la Convencién por el que se eleve la edad
minima para el reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su participacion directa en las
hostilidades contribuird eficazmente a la aplicacion del principio de que el interés superior del nifio
debe ser una consideracién primordial en todas las decisiones que le conciernan,

-1-
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Tomando nota de que en diciembre de 1995 la XXV! Conferencia Internacional de fa Cruz
Roja y de la Media Luna Roja recomendd a las partes en conflicto que tomaran todas las medidas
viables para que los nifios menores de 18 aiios no participaran en hostilidades,

Tomando nota con satisfaccion de la aprobacién unanime, en junio de 1999, del Convenio de
la Organizacién Internacional del Trabajo No. 182 sobre la prohibicién de las peores formas de
trabajo infantil y la accion inmediata para su eliminacion, en el que se prohibe, entre otros, el
reclutamiento forzoso u obligatorio de nifios para utilizarlos en conflictos armados,

Condenando con suma preocupacion el reclutamiento, adiestramiento y utilizacién dentro y
fuera de las fronteras nacionales de nifios en hostilidades por parte de grupos armados distintos de
las fuerzas de un Estado, y reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan
nifios de este modo,

Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligacion de observar las
disposiciones del derecho internacional humanitario,

Subrayando que el presente Protocolo se entendera sin perjuicio de los objetivos y principios
que contiene la Carta de las Naciones Unidas, incluido su Articulo 51 y las normas pertinentes del
derecho humanitario,

Teniendo presente que, para lograr la plena proteccién de los nifios, en particular durante los
conflictos armados y la ocupacion extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y
seguridad basadas en el pleno respeto de los propésitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y se observen los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,

Reconociendo las necesidades especiales de los nifios que estin especialmente expuestos al
reclutamiento o utilizacién en hostilidades, contra lo dispuesto en el presente Protocolo, en razén de
su situacién econémica o social o de su sexo,

Conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas econémicas, sociales y politicas que
motivan la participacién de nifios en conflictos armados,

Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperaciéon intemacional en la aplicacién del
presente Protocolo, asi como de la rehabilitacion fisica y psicosocial y la reintegracién socia! de los
nifios que son victimas de conflictos armados,

Alentando la participacién de las comunidades y, en particular, de los niiios y de las victimas
infantiles en la difusion de programas de informacién y de educacién sobre la aplicacién del
Protocolo,
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Han convenido en lo siguiente:

Articulo 1

Los Estados Partes adoptaran todas ias medidas posibies para que ningin miembro de sus
fuerzas armadas menor de 18 afios participe directamente en hostilidades.

Articulo 2

Los Estados Partes velaran por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a
ningln menor de 18 afios.

Articulo 3

1. Los Estados Partes elevarén la edad minima para el reclutamiento voluntario de personas
en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el parrafo 3 del articulo 38 de la
Convencion sobre los Derechos del Niiio, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho
articulo, y reconociendo que en virtud de esa Convencion los menores de 18 afios tienen derecho a
una proteccién especial.

2. Cada Estado Parte depositard, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él, una
declaracion vinculante en la que se establezca la edad minima en que permitira el reclutamiento
voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripcion de las salvaguardias que
haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coaccién.

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas
nacionales de menores de 18 afios establecerin medidas de salvaguardia que garanticen, como
minimo, que:

a) Ese reclutamiento es auténticamente voluntario;

b)  Ese reclutamiento se realiza con el consentimiento informado de los padres o de las
personas que tengan su custodia legal;

c) Esos menores estan plenamente informados de los deberes que supone ese servicio
militar;

d) Presentan pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar
nacional.
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4. Cada Estado Parte podrd ampliar su declaracién en cualquier momento mediante
notificacién a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual informara a
todos los Estados Partes. La notificacién surtird efecto desde la fecha en que sea recibida por el
Secretario General.

5. La obligacion de elevar la edad segin se establece en el pérrafo 1 del presente articulo
no es aplicable a las escuelas gestionadas o situadas bajo el control de las fuerzas armadas de los
Estados Partes, de conformidad con los articulos 28 y 29 de la Convencion sobre los Derechos del
Niflo.

Articulo 4

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna
circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 aiios.

2. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento
y utilizacién, con inclusion de la adopcion de las medidas legales necesarias para prohibir y castigar
esas précticas.

3. La aplicacion del presente articulo no afectara la situacion juridica de ninguna de las
partes en un conflicto armado.

Articulo 5

Ninguna disposicion del presente Protocolo se interpretard de manera que impida la aplicacién
de los preceptos del ordenamiento de un Estado Parte o de instrumentos interacionales o del derecho
humanitario internacional cuando esos preceptos sean més propicios a la realizacién de los derechos

del nifio.
Articulo 6
1. Cada Estado Parte adoptara todas las medidas legales, administrativas y de otra indole

necesarias para garantizar la aplicacion efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las
disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdiccion.

2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios adecuados,
entre adultos y nifios por igual, los principios y disposiciones del presente Protocolo.

3. Los Estados Partes adoptarén todas las medidas posibles para que las personas que estén
bajo su jurisdiccion y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradiccién con el

-4.
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presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los
Estados Partes prestaran a esas personas toda la asistencia conveniente para su recuperacion fisica y
psicoldgica y su reintegracion social.

Articulo 7

1. Los Estados Partes cooperaran en la aplicacion del presente Protocolo, en particular en
la prevencién de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitacién y reintegracién social de
las personas que sean victimas de actos contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante
la cooperacidn técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperacién se llevarin a cabo
en consulta con los Estados Partes afectados y las organizaciones internacionales pertinentes.

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarin esa asistencia mediante
los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras cosas, mediante un
fondo voluntario establecido de conformidad con las normas de la Asamblea General.

Articulo 8

1. A més tardar dos aflos después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un
Estado Parte, éste presentara al Comité de los Derechos del Nifio un informe que contenga una
exposicion general de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del
Protocolo, incluidas las medidas adoptadas con objeto de aplicar las disposiciones relativas a la
participacién y el reclutamiento.

2. Después de la presentacion del informe general, cada Estado Parte incluird en los
informes que presente al Comité de los Derechos del Nifio de conformidad con el articulo 44 de la
Convenci6n la informacion adicional de que disponga sobre la aplicacién del Protocolo. Otros Estados
Partes en el Protocolo presentaran un informe cada cinco afios.

3. El Comité de los Derechos del Nifio podra pedir a los Estados Partes mas informacién
sobre la aplicacion del presente Protocolo.

Articulo 9

1. El presente Protocolo estard abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la
Convencién o la haya firmado.

2. El presente Protocolo esta sujeto a la ratificacion y abierto a la adhesion de todos los

Estados. Los instrumentos de ratificacién o de adhesion se depositaran en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

-5
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3. El Secretario General, en calidad de depositario de la Convencién y del Protocolo,
informara a todos los Estados Partes en la Convencion y a todos los Estados que hayan firmado la
Convencién del depésito de cada uno de los instrumentos de declaracién en virtud del articulo 13.

Articulo 10

1. El presente Protocolo entrara en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido
depositado €l décimo instrumento de ratificacion o de adhesién.

2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido
a ¢l después de su entrada en vigor, el Protocolo entrara en vigor un mes después de la fecha en que
se haya depositado el correspondiente instrumento de ratificacion o de adhesion.

Articulo 11

1. Todo Estado Parte podra denunciar el presente Protocolo en cualquier momento
notificandolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informara de ello a los
demas Estados Partes en la Convencion y a todos los Estados que hayan firmado la Convencién. La
denuncia surtird efecto un afio después de la fecha en que la notificacion haya sido recibida por el

Secretario General de las Naciones Unidas. No obstante, si a la expiracién de ese plazo el Estado
Parte denunciante interviene en un conflicto armado, la denuncia no surtird efecto hasta la
terminacién del conflicto armado.

2. Esa denuncia no eximir4 al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud
del presente Protocolo respecto de todo acto que se haya producido antes de la fecha en que aquélla
surta efecto. La denuncia tampoco obstara en modo alguno para que el Comité prosiga el examen de
cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.

Articulo 12

1. Todo Estado Parte podra proponer una enmienda y depositaria en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicara la enmienda propuesta a los
Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados
Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votacion. Si dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de esa notificacion un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en
favor de tal conferencia, el Secretario General la convocara con el auspicio de las Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada por la mayoria de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia
sera sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobacion.
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2 Toda enmienda adoptada de conformidad con el pérrafo 1 del presente articulo entrard
en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por
una mayoria de dos tercios de los Estados Partes.

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serin obligatorias para los Estados Partes que
las hayan aceptado; los demds Estados Partes seguirdn obligados por las disposiciones de la presente
Convencién y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Articulo 13

1. El presente Protocolo, cuyos textos en drabe, chino, espafiol, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, serd depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitird copias certificadas del presente

Protocolo a todos los Estados Partes en la Convencién y a todos los Estados que hayan firmado la
Convencién.

-7-
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I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of
the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the
Child on the involvement of
children in armed conflict,
adopted by the General Assembly
of the United Nations on
25 May 2000, the original
of which is deposited with the
Secretary-General of the
United Nations.

For the Secretary-General
The Assistant Secretary-General
in charge
of the Office of Legal Affairs

56

Je certifie que le texte qui
précede est une copie conforme du
Protocole facultatif & la Convention
relative aux droits de 1l’enfant,
concernant 1’implication d’enfants
dans les conflits armés, adopté
par 1'Assemblée générale des
Nations Unies le 25 mai 2000, et
dont 1'original se trouve déposé
aupreés du Secrétaire général des

Nations Unies.

Pour le Secrétaire général
Le Sous-Secrétaire général
chargé
du Bureau des affaires juridiques

Al

United Nations, New York
1 June 2000

alph;kﬁﬁizzfﬂg

Organisation des Nations Unies
New York, le 1% juin 2000
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